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PEMERII\TAH KABIJPATEN KEDIRI

PERATUMIII DAEMH KAzuPATETTI XEDIRI

I{O*IOR I TA}lUItl 2Ul4

TENTANG'

SUSUltlAN OROAilISASI DAil TATAKERJA

OIITIAS TET{AGA KERJA DAITI TRATTISTUIIGIRASI

DCITIOATTI MHMAT TU}IAN YATTP tlAI{A EsA

BT'PATI XEDIRI,

bahwa dalam rangka nrlaksanakan ketenfuan Pasal 9 Perafuran

Pemedntah tlomor I Tahun 2fiXt bntang Pedoman Oryanlsasi

Perangkat Dasrah, perlu menyesuaikan kelembagaan Perangkat

Daerah;

bahrva berdasarkan pcrtimbangan rbagaimana dimlsud pada

huruf a, perlu membenhrk Poratlran Daerah tentang Susunan

Organisasl dan Tata Kerla Dinas Tenaga Kerla dan Transmigrasi;

Undarp-r.rndang Nomor 12 Tahtrt 1950 bnhng Pembentukan

Daerahdaerah Kabupaten dalam Propinsi Jarva Timur;

Undaqg-undang Nomor 8 Tahun 1974 jurrcto Undang'undarg

Nomor.B Tahun 199 EntanS Perubahan atas Undang'undang

Nomor 8 Tahun 1974 brilang Pokd(-Pokok Kepegertaian

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nqnor 55'

Tambahan Lembaran Negara Republlk lndone$a Nomor 3O41);

Undang.undang NomorlO Tahun 1$2 bntrng Perkembaqgan

Kependudukan dan Pernbangunan Koluarga Seiahtera

(Lemberen t{egara Republik lndoneele Tahun 1S2 Nomor 35,

Tambshan Lembaran Negara Republik lndoncia Nomor 3479;

I
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Undang-undang Nornor 22 Tahun 19€ tentang Pemerinhhan

Ihrah (Lembaran Negara Republik lndoneia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

l,lomor 3849);

Undang-undarp Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndoneia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia l.lomor 3&46);

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 bntang Ketenaga

Ke{aan (Lembaran Negara Republik lndoneeia Tahun 20(E

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

tlomor 4279 );

Undang-undang Nornor 2 Tahun 2(D.f tentang Penyelesaian

Percelisihan Hubungan lndusfrial (Lembaran Negara Republik

lndoneoia Tahun 2flX Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor €56) ;

Perafuran Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 britang

Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara

Republik lndoneeia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran

N€gara Republik lndonesia Nomor 3559);

Perafuran PemerinEh Nomor 25 Tahun 2W tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Ctonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2(XX) Nomor 5d, Tambahan Lombaran i{€gsra Ropublik

lndonesia Nornor 3952);

Peraturan Pemerintah l,lomor 100 Tahun 2fiD iuncto Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 20(2 bntang Perubahan Aias

Perahrran Pemerintah Nomor 1m Tahun 2W bntang

Penganglotan Pegawai Neged Sipil dalam Jabatan Sfuktural

(Lembaran Negara Republik lndoneila Tahun 2fiI2 l'lomor 197

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1493);

Perafuran Pemedrtah Nomor E Tahun 20G3 tentang Pedoman

Organisasi Peranglcat Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 208 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4262);

Perafuran Pemerintah Nomor 9 Tahun 2ilts bntang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pogawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesh Tahun 2(Xts Nomor

15 Tambahan Lembaran f,legara Republik lndonesia Nomor

4263);

4.

7.

o

10.

1'1.

12.
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13. Keputusan Presiden Nomor 4'4 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Perundang'undangan dan Bantrk Rancangan

Urdang-rndang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik

lndonesh Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 19S terttang Rumpun

Jabatan Fungsional Pegawai Neged Sipil ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor

21 Tahwr 2001 bntang Teknik Penyusunan dan tl@ri Muatan

Produkfroduk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Ehlam Negpri dan Oionomi Daerah Nomor

22 Tahun 2001 bntang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri llalam Negpri dan Otonomi Daerah Nomor

23 Tahun 2OO'l bntang Prosedur Penysunan Produk Hukum

Daerah;

Koputusan Menbri Dalam Negeri Dan Oonomi Daerah Nomor

13&67 Tahun 2(II2 tentang Pengakuan Kevuenangan kabupaten

dan Kota ;

Keprfr,rsan Menteri Dahm Negeri Nomor 16 Tahun 2fiI3 tentarlg

Taia Cara Konsultasi Pengangletan dan Pembeftentan

Seketaris Daerah Propinsi, Sekrdaris Daerah lGbupdon/Kota

serta Pejabat Stuktural Eselon ll dilinghrngan Pemsdntah

KabupaterlKota ;

20. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan-APqqq l!-p^1'-- A; U"tt"ti Dalam Neged Nomor 01/SKBM'PAIU=1?06- 17 Tahun 20(B
bntang Pefuniuk Pelalaanaan Peratrrran Pemerintah Nomor 6

Tahun 20G3 bntang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan

Peratrran Pemerintah l'lomor 9 Tahun 20(B bntang Weunnang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegavuai Negeri

Sifiil ;

21. Peratrran Daerah Kabu@n Kediri Nomor 7 Tahun 2fi)2 tentang

Penerbihn L€mbaran Daerah dan Berlta Eberah lGbupaten

Kedid ( Lembaran Daerah Tahun 2flI2 Tahun 2fiI2 Nomor 1

Sed E)

14.

15.

16.

17.

18.

't9.
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Dengen Peruetriuan

DEWAII PERI'VAKII-AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

MEiIUTUSI(AN:

PERATURAN DAEMH IqBUPATEN KEDIRI TENTANG

SUSUMN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TENAGA

KERJA DAI.I TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAT{ UTUT

Paral I

Dalam Peraturan Daerah ini yarlg dimaksud dengpn :

1. Daorah, adalah Daerah Kabupaten Kedld;

2. Pemedntah [hrah, adalah Kepala Dasrah boeslta Peranglcat

Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Kepah Daerah, adahh BuPati Kedifi;

Seketads Daerah, adalah Seketaris Daerah Kabupaten Kediri:

Perangkat Daerah, adalah Organisasi4em@a pada

Pemerintah Daerah yans brtanssung jarvab kepada Kepala

Daerah dalam rangka penlolenggaraan pemerintahan, yang

terdiri dari Seketariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Telmis

herah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praia dan lembaga

lain sesuai dengan kehrtuhan daerah ;

Pejabat Pemtrina Kepegawahn Daerah Kabupaten adahh

3.

1.

5.

Bupati ;

7. Kewenangan Pemerlntah, adalah hak dan kekuasaan

Pemerintah untuk m€nentukan atau mengambil kebiiakan

dahm rangka penyelenggpraan pemerintahan ;

8. flnas Daorah, adalah unsur pehksana Pemerintah Daerah;

9. Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga

Keria dan Transmigrasi KabuPaten Kediri;

10. Kepala Dinas, adalah Kepah Dinas Tenaga Kerja dan

Trasmigrasi l(abu@n Kediri ;

/
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11'JabatanFungsionaladalahKedudukanyangmenunjukkan

hryas, tanggung iawab, wewenang dan hak smeolang Pegawai

' IlEgeri Sipil dalam rangka menialankan tugas pokok dan tungsi

keahlian dan/atau keterampilan unt'rk mencapai tujuan

organisasi ;

12. Anggaran Pendap&n dan Belania Daerah atau yang

selaniuhya disinglcat APBD, adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah KabuPabn Kedki'

BAB II

PETBETTTTUI(AttI

P.t l2

Dengnn Perd$an tlmrah ini dlbfituk Dhc TsnrgB Ke{a dan

Tranemlgruri.

BAB I[
XEDUqTKAN, Tt GIAS, FUI{OSI, KEWEMilO II DAIII

st SUII|ANOROAI{ISASI

Peral 3

(1) Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi merupakan unsur

pelaksana teknis Pemerintah herah dabm Bidang

Kdenagakerjaan dan Transmigrasi;

(2) Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi dipimpin oHl seorang

Kepala Dnas yang berada di bavvah dan bertanggung jarvab

kepada Kepala Daerah mehlui Sekdaris Daerah'

Pecal tl

(1) Dinas Tenaga Keria dan Transmigrasi mem$nyai tugas

melaksanakan secara teknis korenangan otonomi daerah di

bidang Ketenagakeriaan dan Trasmigrasi seila melaksanakan

tugs,lai yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan

Perafuran Perundang'undangan yang berlaku ;

(2) Untrk melaksanakan h-rgas sebagaimana dimaksud dalam ayat

(t), KePala Dnas memPunYaitungsi:
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a. Penwsulun Kebijakan teknis dibilang Tenaga Kerja dan

Transmigrci ;

b. Pelaksanaan dan Pembinaan teknis dibklang

Ketenagake{aan dan Tansmigrasi ;

o. Pemberian per0mbsngan tel<rtis pediinan dan pelaksanaan

pelayanan umum;

d. Pelaksanaan Pengawasan dittklang Ke0enagakeriaan;

e. Koordinasi pelaksanaan tugas-trgas dibidang Kenagakeriaan

dan Transmigrasi ;

f. Pembinaan bnaga Fungsional ;

g. Pengelohan urusan Tata Usaha .

Paral 5

Unfuk melaksanakan fungsi sebagalmana ditmksud dalam

Pasal 4 aya|. Ql, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrai mernpunyai

kewenangan sebagai beriknt :

1. Penyebarluasan lnformasi Pasar KerJa (lPlQ

2. Penyusunan perencanaantenaga keria :

3. Penyelenggaraan Bursa Kerja :

4. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbirpan iabatan :

5. Pelaksanaan penempatan tenaga kolja melalui mpkanisme

Antar Kerja Lokal, Antar Kerja 161"t Daerah dan Antar Keria

Antar Negara ;

6. Pemberian Pertmbangan Teknis izin dan pengswasan bidang

p€rpmpatan dan pendayagunaan.

7. Pembinaan dan monibring pehksanaan pembayaran paiak

bagiTenaga Ke{aWarga ltlegara Asing PendatarU Ol(ItrMF) ;

E. Bimbingan penyeleoaian peselbihan hubungan indusfri secara

Etiparlit;

9. Penyeleahn perselislhan huburBan indrfrlal lirpkat

penetapan;

10. Pembinaan hubungan indusfrial ;

11 . Pemberdayaan hubungan industsial

12. Etimbingan dan penyuluhan hubungan ildlsfrhl

13. Bimbingan pencegahan kecehkaan ke{a:

14. Bimbingan kesehatan keria :
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15. Blmblngnn pembentrlon Panlta Pembina Keodamatan dan

Keeohatan Kerla (P2K3) ;

16. Pcngawasan Norna Keelamatan dan Keoehatan kerla :

17. Pemeriksaan kecelakaan kerh Gebakaran, peb&kan, ponyaldt

aHbat kerJa dan keadaan bahaya lalnnya).

18. Pemberdayaan pelaksanaan keglatan Ahli Kss&matan dan

Kesehatan Keria (.Ahti 1(3).

19. Pemberdayaan Pebksanaan Kegltrn Perusahaan Jara

Keselamabn dan Kesehatan Kerla (PJK3).

20. Pelaksanaan penerapqn Sistom ManaFmen Keelamatrn dan

Kesohatan Keda (SMK3).

21. Pemberian Pcr0mbangan Teknic izin, perrypoahan, gortfrlol

kesolamabn dan kesehatan ke{a

22. P$Wlken pehnggaran norma keselamatrn dan kesehfin

kerja,

23. Penyusunan Rekruitmen Diklat dan Penempatan Tenaga

Pengawasan Ketenagakerlaan :

24. Penpsulun Poh Ketatalaksanaan Pengawas Ketenagakelaan,

Pemhntan hporan, admlnlsfrasi dan dokumentasi.

25. Poh Operasional Pengawaean Kobnrlpkorrean : Pelalcanarn

keghtan p€ngawasan ketenagakerlaan.

26. Pehleanaan pqTpuasan nonna pclaUtun:

27. Pelabanaan pengowalan norna p€nompetin &lrm dan luar

nogsd;

2E. Pdaksanaan Pengawasan norma ponempatan Tenagn Keda

Warga Negara Asing Pendatang ( Tl(YllMF ) ;

29. Pehksanaan pergawasan wajib lapor kdenagnkerlaan

3X). Pehksanaan pengawasan upah mlnlrrum :

31. Pelaksanaan pengawmrn upah lembur :

32. Pelaksanaan poqgawasan upah :

a3. Pelalaanaan pensilasan nolma waltu kcrja dan waktu ls0rahet

34. Pslaksanaan pongawasan nofma penyandarry cacad

35. Pdaksanaan pdqnraan kerla malam wanib :

36. Pelaksanaan pengawisan norna kerfa rvanlb :

37. Pelalcsanaan pengawasen bnaga kefia anak:

3E. Polaksanaan pongawasan Perusah.an tlallar Sebagian Tobaga

KerJa, Perusahaan Dafrar Sebaglan Upah dan Program
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39. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Pemeliharaan Ksehatan

&ngan manfaat lebih baik :

4O. Pelaksanaan p€ngawasan Jaminan Kematian, Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua :

41. Penyrsunan dan Pelaksanaan pehtihan kerja ;

42. Penyusunan dan Pelaksanaan bimbingan lembaga pelatihan

keria ;

431. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produlei dan

lulusan pelatihan ;

44. Pelaksanaan p€magangan dalam negpri ;

45. Pemborian Pertimbangan Teknis izin dan pengffvasan lembega

pehihan kerja ;

tl6. Pemberian layanan informasi pelaiihan dan produldfuitas tenaga

keda ;

47. Peningkatan produlrhritas tenaga keria ;

€. Pendayagunaan Enaga kerja mat, lanjut usia, dan wanita ;

49. Perluasan kaempatan keria ;

60. Penanggulangan penganggur ;

51. Penyedhan dan pelayanan infomasi pelsebaran penduduk dan

@nsi Sumber Daya ilftanusia berdasarkan kompetensi.

Paral 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Koja dan Tranvnigrasi terdiri

darl :

a. Kepah;

b. Bagian Tata Usaha;

c. Bidang Penempartan, Pen<hyagunaan Tenaga Kelh dan

Transmigrasi ;

d. Bidang Pelatihan dan Produldtuibs Tenaga Kerja;

e. Bidgng Pembinaan Huburryan lrdustial;

f. Bftlang Perlindungan Tenaga Kefi;

C. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian Tata usaha dan Bidang-bkhng se@aimana di

maksud dalam ayd (1), masing-masirq membawahi :

a. Bagian Tata usaha, membawahi :

1. Sub Bag. Umum dan Penyr.sunan Program;

2. Sub Bag. Kopegavralan dan KeuarEan.
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b. B&lang Penempatrn, Pendayagunaan Tenqn Kefi dan
Tnnsrn$rasl, membawahl ;
1. Solcsl Bursa Ke[a dan penempatrn;

2. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Tnnrnlgrasl.
c. Bidang Pelatihan dan prcdulrtfuftas Tenaga lGda

msmbarrahi :

1. Soksi Peldhan dan Penragongan :

2. S€lGri Pemtrinaan Lenrbaga Lathan KerJa .

d. Bklang PemUnaan Hubungan lnduaflal , mernba*ahl :

1. Sol€i Pembinaan Organisasi Pekeqfa dan perryusalu;

2. Sei<si Perselisihan Hubungan lndusfrlal.

e. Elidang Perlinduqnn Tenagn Kerja, rnembawahl :

1. Sekci Pellndungan Nonna Kcdamabn dan Kcehatrn
Ke&(K-3);

2. Seksl Perlindungan Norma Keria.

Baghn Tata t saha dan Bidang-bitlang sebegairmna di-

meksud dalam ayat (2), hunrf a, b, c, d, dan e maslngrmarlng

dipirpin oleh seorarp Kepala Bagian dan Kepah BHanC yarE

berada dibayyah dan bertrngpung jamb hngoung kopeda

Kepah Dinas;

Sub Bagian dan Seksl rmsing-ma.sing dlpimph oldr seorang

Kepala Sub Bagian dan Kepah Selai yang berada dlbarvah dan

bertrnggung jawab langsung kepada Kepeh Baghn dan Kepah

Edang.

Panl 7

Bagan Susunan Organisasl dan Ttrkerla Dims Temga
Ke{a dan Transmigrasl sebagaimana tercattm dahm Lampiran

Perafuran &erah ini.

BAB IV

KELOIIPOK JABATAI{ FUNOSPNAL

Pacel 8

(1) l(elompok Jabatan Fungslonal Dnas Temga Kefa dan

Transmlgrasi brdld darl : Penga*as Kctenagakerlaan, Medlator,

PengnnEr Kerja, Pranata Komputer dan jabatrn fungslorul hln
sesuai kebrrfuhan daerah:

(3)

(4)
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@) Setiap kelompok Jaffin Fungsional sehgaimana dimaksud
dahm ayat (1), dipimpin oleh seorang bnaga Fungsional Senior;

(3) Jumlah Pejabat Fungsional sebagaimana dimalsud &hm ayat
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fuqgsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), ditentukan sosuai kebutuhan dan diatrr
berdasarkan perafuran perundang-undangan yang berlaku.

BABV
PENOAITIOKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERI{EIIITIAIII

Paral 9

Pengangkatan, Pemindahan dan pemHrentian peiabat Eselon ll,
lll dan lV serta Jabatan Fungsional yang ieniangnya sctingkat
dengan Jabatan Str.rktural Eselon ll ke bawah menjadi wew€nang
Pejabat Pembina Kepegarvaian Daerah Kabupa[en dengan
memperhatikan pertmbangan Baperjakat ;

BABVI

TATAKERJA

Pasal 10

(1) Kepah Dnre dalam menjabnkan tugasny? rv.ajib menerapkan
prinsp kmrdinasi, inbgrasi, sinkonisasi dan simpliftlrasi dalam

linglorp dhas maupun rhngnn instansi hin;

€) Kepah Dnas berkewaiiban memberikan petunjuk, membina,

membimbing dan mengmsi pelaksanaan trgas barvahannya;

Pacal ll
(1) Jabatan Kepala Dnas tidak boleh diranglep;
(2) Apabila Kepala Dnas befiahngan kurang dari 7 (tuiuh) hari kerJa

dalam menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat

menunjuk pejabat setingkat dibarvahnya untuk menjahnkan

tugas sohari-hari Kepah Dnas;
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(3) Apablh Kepqla Dnas berhalangon sekurang'kunrpnya 7 (t{uh)

had k€da dalam menplankan tuganya, maka Kepah Daerah

dapqt monunluk Palabat laln sebegai Pelalsana Hadan ;

(4) ApaHh Kepala Onas berhalarrgan taOap drhm menplankan

trgssnya, rmka Kepah Daerah dapat menunluk Pclabd

Pehksana Tugns untrk melaksanakan hrgrc Kepah Dnas

sampai dengnn dihntlstya pelabat dmnilit'

BABVII

PEJIiBIAYAAI{

Perel 12

0) Segala pantblayaan yarU dlpedukan untuk peblcanaan trgos

kedlnaan dibsbankan pada APtsD Kabupabn Kcdltl;

(2) Pemtriayaan sebagnlmana dlmaleud d.hm ryat 0)' herus

dlpatrnggung Jawabkan sssual Pedornan PengBlohan

Keuangan Daerah dan AtuntaHlltas KIrFIl. ln$aml Pomedntah

yang befth.

BAB VIII

KETET{TUAI{ PEI{UruP

Prd 19

l,lal-tral yang bdum dffi.rr dahm Perauran Daerah lnl,

lepanjang mengend pelalcanaannya akan dffirr leblh hnjut obh

Kcpab thenh.

eul 1'l

Dengnn berlahrnya Perauran Daerah lnl' tmlo Bab lt

Wl 2 huruf n, dan Berb lll Beg[an keesnpatbeb pc6tl 55 snmpcl

dettg.n 5E sefi hmplnn XIV Periltran th€rah l'lomor 18 Tahtm

20()() bnEry Surunen Ognnbad dan Tata Kefi Dhas.dln*

D€*ah dlntffikan tldalc belaku.
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Perel 16

Perdrran herah inl mdal berleku sclak tanggal

dlundangkan. Agar sdap orang mengohhuinya, memedntahkan

pengundangnn Perilrnn Daerah inl dengnn penempahnnye dahm

Lembaran Daoreh Kebupqten K€diti.

Dlrahkan di K.dlrl
pedatanggel 18-5- 2M

BUPATI KET'IRI,

TTD

ST]TRISNODiuodmglottKcditi

@hnsgnl 18 -5 -2004

SEKRBTARIS DAERAH

TTD

DJOI(OSOEIIARNO

LEMBARAN DAERAII KABI,JPATEN KEDIRI

TAIIT,,N 2M4 NOMOR 1 SERI D

Dralin ecerei dongat adinya

AN. BT'PATIKEDIRI

SEKRETARITI DAERATI

DIOKOSOEHARNO
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PETTIJELASAI{

ATAS

PERATUMN DAERAH KABUPATEN KEdRI

]{OMOR I TAHUtrl 2004

TENTAiT

SUSUMN OROAT{ISASI DAI{ TATA KERJA

DINA9 TENAOA KERJA OAIII TRANSIIPRASI

I. PENJELASAN UiiuiJl

Bahwa dahm rangka Ponyeleirggaraan ctonqnl daerah yang nyab luas dan

beilangrgung javvab sesuai dengan Undangrundang l,lomor 22 Tahun 1S bntang

Pemerinhhan Daerah yang ditindak lanJnti dengan Peraturan Pemerlntah Nomor E

bhun 20CEl bnEnC Pedoman Organlsasl Peranglcat Oaerah dan Keputran

Bepama Mfitori Pendapunaan Aparatrr Negara dan Menbri Dahm

N€ged Nomor 01/SKB/f,l.PAt'.114t2000

17 Tahun 20G tenttqg Petuniuk Pehksanaan Peraturan

Potnetiilah Nomor I Tahun 2OB tentang Pedoman Ognnk asl Perangld

hrahdan Peratlran Pern€rintah l.lomor 9 Tahun 2flXl bntrng Wenonang

Pengarplotan, Pernindahan dan Pemberhenthn Pegatai Negod SiPil maka perlu

adanya Peraturan thereh yam mengstul bntang Pembertukan Ormnls*i dan

TatE Keria Dnas Tonaga Keda dan Tranvnigrasl.

PEMJELASAI.I PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampal deqgan Pasal 4 : CufupJeb ;

Pasal 5 ayst (8) Blpartit adalah forum komunlkasl dan komuliacl mcngend hal -

hal yang berkaltan dengan hubungan indtsfrial dlratu perusahaan yang

angg&nya terdlrl darl pengusaha dan serlkat pekerla / buruh yang rudah tscatat

instansl yang bertanggung ja*ab dl blthng keterngnkeriaan &u unsur peloda /

htruh.

Pasal 6 sampal dengan Pasal 8 : Cukup Jelas ;

Pasal I s/d 15 : CutuP Jelas.
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A.tiI. BUPATI KEDIRI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

\
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SEKSI
FERLINDUM;AN XORMA

KESEL/AM/AHN DAN

BUPAT! KETXRI,

- TTD

suTRts[o

a\

KEPALA

B]DANG
PENEMPATAN, PENDAYA.
GUNAAN NAKER & TRANS

BIDANG
PELAT]HAN & PROOUK.
TIVITASTENAGA KERJA

BIDANG
PEMBINAAH HUBUNOAN

INDUSTRIAL

BIOANG
PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA

SEKSI
BURSA KER.JA OAN

PENEII,IPATAN

SEKSI
PELATIHAN DAN
PEMAGANGAN

sExsl (

PEMBINAAN ORGAUSAS]
PEKERJA & PEM'UiAHA

SEKSI
PENDAYAGUNAAN

KERJA & TRANSMIGRASI
PEMBINAAN LEMBAGA

LATIHAN KERJA
ELISIHA*{{t 3

INOUSYRIAL

SEKSI
PERLINTruNGAN

NORMA KERJA

A.IOKO SOEHARNO

t

I

dacnN TATA USAHA
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